
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ornor 5 Tahun 2014 Tentang AparaturIU----:-~~L------------,r mbaran Negara Republik Indonesia
ILL-------,r-J~-;-_=_==:r~=;:_--Il·uor 6, Tambahan Lernbaran Negara

Sekretaris Daerah Nomor 5494);
I~---:---+-f----;-------=_----rr Nomor 23 Tahun 2014 tentang

aetrah (Lembaran Negara., Republik
- 20.14 Nomor 244, Tambahanll-t.:~--~Hf--;:::____=_~~=::::::::::i~--II-a Republik Indonesia Nomor 5587)
ah diubah beberapa kali, terakhir
- Undang Nornor 6 Tahun 2023

~=----~~-::p;::-e::.-::m=t:bj:in:-:a::rUT+tam~:;:a~..~~hu~dha~lhetapan: - ·Peraturan Pemerintah

'F'~~----++~~~i;1QRj~fToo~lr.A g~~.n._.,'"d.~g. Nomor 2 Tabun 2022[J..j . 19660826.198602 1,003

Nomor 27 Tahun 1959 tentang
g-Undang Darurat Nornor 03 Tahun

1-I-~---I-ir.::-~'~71'T::t;i-;R::;-al:L:1D1=-=a-:id~lrernbentukan Daerah Tingkat U di
Dr sebagai Undang-Undang (Lembaran

~..:;;;__,,;_-----Hr.P::-e-t--;-:-:tt-1_;:_=~;:;:-~:--II- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
an Negara Repubik Indonesia Nornor~~~----4_1~~~~~~~~---~1

Menimbang: a. bahwa dalarn rangka mewujudkaj-, pejabat yang
h£;=::====;:::::==::d:::ib==u==a==t==o~l==eh;:=:====================;:1HPimpinan Tinggi Pra tame. di

.ntah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
lir;r-;;-:;----:----,r-r~--:-----I--II-M-D---~·I-pengisiannya perlu berpedoman pad B.

~~~~--r-r----~J+-- 4r~ijabaUm;

Keputusan Menteri Pendayagunaan
Dan Repormasi Birokrasi Nornor 409

H------t-t--Ic_-H--r- H...itang Standar Kompetensi -Jabatan
Di Lingkungan Instansi Daerah, perlu

H-------+---+--t---,-7-------+t-Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi'

eroperhatikan sistematika PerangkatH------T-r-19~7~3~1~O~1~O-1~99~3~O~3~1~O~03~~r

kan pertirnbangan sebagaimana
ikoresi / diperbaiki oleh huruf a , perlu menetapkan Peratllran

tH-~---r-~:--_:__:__:_--:--:;__;::__:__:___;_tI_ tandar Kompetensi Jabatan Pimpinan
Pit. Asisten A i Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Umum ah.

ENGANRAHMATTUHAN YANGMAHA ESA

TENTANG

OMPETENSIJABATAN PIMPINANTINGGI PRATAMA
tAN PEMERINTAHKABUPATENHULU SUNGAI TENGAH

PERATURANBUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR25"TAHUN 2023

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

~ "
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2014

n -Undang (Lembaran
T hun 2023 Nomor 41,

R publik Indonesia



Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerin~an daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
4. Badan Kepengawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daer~ Selanjutnya ~isebut Badan Adalah Perangkat
Daerah S~bagat Unsur Pe~':lnJang Urusan Pemerintaban Bidang
Kepega:Valan Serta P~r:didlkan Dan Pelatihan Sumber Daya
Manusia Aparatur Sipil Negara Yang Menjadi Kewenangan
Daerah;

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi p.eg~~ai negeri sipil dan pegawal
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah;

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN ~:cara tetap ole~ pejabat pembina
kepegawaian untuk mendudu~ ~abatan pemenntahan

7. Kompetensi adalah karaktenstik dan kemilampuan .kerja yang
mencakup aspek pengetahuan, keteramp an dan sikap sesuai
tugas dan / atau f~~si jabatan. .

8. Kompetensi Manajerial adalah ~enge~ahu~, kete~ampilan dan
ik pI perilaku yang dapat diamati, dlUkur. ' dlkembangkan

S1. all it "------llntu memimpin dan atau menge 0a urn orgarusast,

Paraf Koordinasi
g, Hukum

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHKABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Repormasi Birokrasi Nomor 4?9 .Tah~ 2?1~
tentang Standar KompetensiJabatan Pirnpinan Tinggi 01
Lingkungan lnstansi Daerah; .
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah,

12.



Tujuan penelapan Stander «ompetensi Jubatan Pirnpinan Tinggi
..,-----'Prl tam adalah sebagai berilcut: .

• It. dks obyel<tiviros kualitas, trunsparnnsl, dan"n e\ lJU tu n ' ~ d b h .'. u tabiHtas pen angka~an~ p~mll~duhan, .an pem er entian
N dalarn Jabatan Pimpman 1'mggl Protam.a,
e :Jidentifikasi komp tensl jnbatan yang dipersy rr tkan;

(.7/1/(r~ \' t2

Pasal 3

Maksud penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pirnpinan Tinggi
Pratama, adalah sebagai berikut:
a. menjadi dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan sebagai

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
b. menjadi dasar pertimbangan da1am pengajuan usul danl atau

penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS
dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

c. menjadi standar penilaian dari aktivitas penilaian kompetensi
book untuk tujuan pengisian jabatan yang lowong maupun untuk
pernetaan kompetensi;

d. menjadi dasar penyusunan program peningkatan kompetensi
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratarna, serta calon pengemban
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan

c. menjadi dasar penyusunan program pengembangan danj atau
pembinaan karier PNS.

Pasa12

9. K mp tcnsi lot kuliural ad 10h pcngctuhuan, ketcrampilan
d. 1) slk pip ril ku yon dupnt diamati, dju~r dan
dik m on It n t "rk it d n n pcngal man berintcraksl dcngan
m ~~nrnk t mnjcmul nlnm hill a ama, suku dan budaya,
prilnku, Wt\\\HS n k ban n n ctikn nilai-nilai moral,cmosi dan
prinsi nng horus dipeuuhi oleh setinp pemegang jabatan
untuk In 111 erol h Iiasil kerjn s suai dengan pcran , fungsi dan
j b t .

1 , 1~ rn t 11 i T knis dalah pengetahuan,keterampilan dan
sik pi prilaku ) ang dapat diarnati, diukur dan dikembangkan
ynn pesipik b rkaitan dengan bidang teknis jabatan.

11. J atan TIoggi Pratama ada1ah suatu kedudukan yang
m nunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mernimpin dan
mernotivasi Pegawai Negeri Sipil rnelalui kepeloporan,
pengembangan kerjasama dan keteladanan dengan
mengamalkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan
melaksanakan kode etik dan kode perilaku Aparatur sipil
Negara.

12. Kualifikasi jabatan adalah syarat minimal yang dibutuhkan
untuk menduduki suatu jabatan meliputi kepangkatan,
pendidikan, pengalaman kerja dan kediklatan.

13. Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratarna, adalah
per yaratan minimal kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat
menjalankan tugas secara efektif pada suatu jabatan yang
tennasuk da1am Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian
atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain
yang ditunjuk



,. ..... ----~...... -.- ... __".. -- ...

Bagian kedua
Kompetensi manajerial

Pasal6
(1) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf a bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
adalah:
a. Integritas;
b. Kerjasamai;
c. Komunikasj;
d. Orientasi pada hasil;

_________ ~elayanan puhlik; ,
engembangan diri dan orang lam;
engelola penlbahan;

Tengambilan keputusan.

(1) Kompetensi jabatan yang harus dikuasai oleh Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama, adalah sebagai berikut :
a. Kompetensi Manajerial;
b. Sosial Kultural; dan
c. Teknis.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituliskan
dengan Kode Kompetensi, Kode Level Kompetensi, dan
Deskripsi Level Kompetensinya sesuai kamus kompetensi
rnanajerial.

(3) Untuk memperjelas kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dituliskan pula indikator perilaku yang
dapat menggambarkan perilaku yang dibutuhkan pada
masing-masing jabatan dimaksud.

BAB 1II
KOMPETENSI
8agian Kesatu

Umum
Pasal5

Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi.:
B. pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
b. pangkat paling rendah Pembina Tingkat I atau golongan

ruang IV/b untuk Jabatan Pimp in an Tinggi Pratama Eselon
II.a dan Pangkat paling rendah Pembina atau golongan ruang
IV/ a un tuk Jabatan Pimp inan Tinggi Pratama Eselon II.b; dan

c. sedang atau pemah menduduki Jabatan Administrator atau
Jabatan Fungsional yang setin gkat dengan Jabatan
Administrator sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan
diduduki paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB II
KUALIFIKASI JABATAN

Pasa14

c. mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan pimpinan Tinggi
Pratarna, dengan kompetensi pejabat atau calon pengemban
jabatan sehingga tercipta pejabat yang profesiona1; dan

d. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS.



(1) Kompetensi Telmis sebagaimana d~aksud d~lam Pasa15 ayat
(1) huruf c merupakan ~ompetensl yang dlbu~an untuk

dukung kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan.
(2) ~:~petensi Teknis sebagaimana dimaksud pada. ayat . (1),

tu dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidaktercan m . I .- -... rs kan dari Peraturan Bupati m.

~, , f Kl 0 din~
3ag Ukl1l

Bagian Ketiga
Kompetensi Teknis

Pasal8

Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah
sebagai perekat bangsa, yaitu mampu mendayagunakan
perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan
efektivitas organisasi.

BagianKedua
Kompetensi Sosial Kultural

Pasal 7

(2) Deskripsi Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah mampu menciptakan situasi kerja y~g
mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika
organisasi.

(3) Deskripsi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mampu mernbangun komitmen tim dan sinergi.

(4) Deskripsi komunikasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1~
huruf c marnpu rnengernukakan pernikiran multidimensl
sccara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan
dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan

(5) Deskripsi orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d mampu mendorong unit kerja mencapai target yang
ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya.

(6) Deskripsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e mampu memonitor mengevaluasi.
memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu-isu
jangka panjang, kesernpatan, atau kekuatan politik dalam hal
pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang
transparan, obyektif, dan profesional.

(7) Deskripsi Pengembangan diri dan orang lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f mampu menyu sun program
pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong
manajemen pembelajaran;

(8) Deskripsi mengelola perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) huruf g mampu memimpin perubahan pada unit
kerja.

(9) Deskripsi Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h mampu menyelesaikan masalah yang
mengandung resiko tinggi, mengantisipasi dampak
keputusan, membuat tindakan pengamanan, dan mitigasi
resiko
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HULU SUNGAl TENGAH TAHUN 2023

DlUndangkan di Baraboo
pada tanggal

. SEKRETARlS DAERAH H
KABUPATEN HULU SUNGAl TENGA ,

{l,BUPATI HULU S

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 14 A£lustus 202~

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa112

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati
Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Standar
Kornpetensi Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dapat ditujukan untuk:
a. seleksi perigisian jabatan;
b. pemetaan eompetensi

Pasa! 10

(1) Standar Kompetensi -Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
-Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas digunakan
~ebagai standar acuan penilaian kornpetensi untuk pengisian
jabatan lowong maupun pernetaan kompetensi.

(2) Apabila dalarn pemetaan kompetensi diperlukan penambahan
kornpetensi diluar yang telah ditetapkan, dapat ditambahkan
kompetensl manajerial lain yang dinilai sangat diperlukan.

BABIV
PENGGUNMN DAN PEMANFMTAN STANDARKOMPETENSI

Pasal 9



'-. -- 4~:-"-1~epala Dinas Perpustakaan _,_----::;:-"""i""<-:-v---~----J
~. !J. ~ii~,.,I. P n'ltln Pemb(\ngunHnJP~nehtlUn dan

., u ~ 1lepala Bad"lO erenca L~'

.._.,l~':,'L m Pc ~gembangan Daerah.",.~LCI ~:__~ -------l

l'lct C

23 Kepala Omas mg \

19 Kepala Dmas Komunikasl dan Informatika
~--~--~~~----------~

2() Kepala Dmas Kepemudaant Glan raga dun Pariwisata

18 Kep-ala Dmas Kependudukan dan Pencatatan Slpl!

17 Kepala Dmas Perdagangan

16 Kepala Dmas P~nanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga KeI]a

15 Kepala Dmas Pemoerdayaan Masyara1{at dan Oesa

14 Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

13 Kepala Dinas Pertanian

12 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

11 Kepala Dinas Kesehatan

10 Kepala Dmas Pendidikan

9 Stat Ahli Bidang Perekoriomiari dan Pembangunan

8 StaT Ahrl Bidang Adrnirristrasi Umum

7 Staf Ahli Bidarig Pemenntahan

6 Asisten Perekononnan dan Pembangunan

5 Asiateri Admirristr asi Umum

4 Asisten Pemerintahan dan Kesejahter aan Rakyat

3 Sekretaris DPRD

2 Inspektur

1 Sekretaris Daerah

NO Nama Jabatan Pimpinan Tinggi

STANDARKOMPETENSI JABATAN PIMPINANTINGGl PRATAMA
Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENHULU SUNGAI TENGAH

1

LAMPIRAN1: PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR
TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA Dl LlNGKUNGAN PEMERtNTAH
KABUPATENHULU SUNGAITENGAH

--------~-----------~~
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